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Menimbang
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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA,

“a. bahwa dengan telah dilaksanakan laporan Komisi, Pandangan

Fraksi dan Penyelarasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2020, maka perlu mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

. Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005

Tentang Dana Perimbangan;
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah
dan bantuan sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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KESATU

KEDUA

19.

20.

21.

22.

23.

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2020.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara tanggal 14 Agustus 2020

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Banjarnegara.
pada Tanggal : 14 Agustus 2020

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
- Bupati Banjarnegara.




